BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan
akuntabel sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila
dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengukuran
kinerja  yang  jelas, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai
acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas  kinerja, Pemerintah =~ Kabupaten
Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran
keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;



Mengingat

Menetapkan

1.

2.

4.

5.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen



10.

11

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Bupati.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen
khususnya membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelasakan
secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja
yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU antara lain:

a.

b.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Pasal 3
Ruang lingkup IKU terdiri dari:
a. IKU Pemerintah Daerah; dan

b. IKU Perangkat Daerah.

Pasal 4
(1) IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD

Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 5
(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun IKU Perangkat
Daerah.

(2) IKU Perangkat Daerah mengacu pada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah.

(4) Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
ketentual format tabel IKU sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pengendalian dan evaluasi atas capaian IKU Perangkat
Daerah dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat
Daerah.

Pasal 6
IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk:
penyusunan perencanaan jangka menengah;

penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
penyusunan dokumen penetapan/Perjanjian Kinerja;
Pengukuran Kinerja;

penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.

N

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah.
(2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem
perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi



capaian program, serta pelaporan
pertanggungjawaban program dan kegiatan
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

(3) Reviu dan evaluasi atas capaian kinerja IKU
Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah
dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja
Utama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2025 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR






